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Abstrak

Dalam menciptakan tata kelola, atau good governance, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi di
semua lini dan aspek pada institusi. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, salah satu yang
perlu dilakukan adalah merubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dari aparatur pemerintah.
Untuk itu perlu dilakukan berbagai program KM di insitusi tersebut. Program-program tersebut dapat
diinisiasi oleh perpustakaan di lingkungan institusi pemerintah. Hal ini menjadi salah satu peran besar
perpustakaan sebagai salah satu pendukung utama tercapainya visi dan cita-cita institusi yang menaunginya.

Peran perpustakaan dalam proses KM adalah pada tahap pengadaan, penyimpanan dan penyebaran
pengetahuan. Beberapa contoh program KM yang dapat dilaksanakan perpustakaan untuk merubah mind set
dan culture set aparatur pemerintah adalah Survei, FGD, Sosialisasi, pelatihan, knowledge sharing, sistem
reward serta evaluasi. Program ini diharapkan dapat membantu proses reformasi birokrasi di instansi
pemerintah, yang kemudian akan meningkatkan performa layanan publik di Indonesia.

Kata kunci: knowledge management, perpustakaan, birokrasi, organisasi
Abstract

In creating good governance, the government needs to reform the bureaucracy in all lines and aspects of the
institution. In order for bureaucratic reform to run well, one thing that needs to be done is to change the
mindset (mind set) and work culture (culture set) of the government apparatus. For this reason, it is necessary
to carry out various KM programs at the institution. These programs can be initiated by libraries within
government institutions. This is one of the major roles of the library as one of the main supporters of
achieving the vision and ideals of the institution that houses it.

The role of libraries in the KM process is at the stage of procurement, storage and dissemination of
knowledge. Some examples of KM programs that can be implemented by libraries to change the mindset and
culture set of government officials are surveys, FGDs, socialization, training, knowledge sharing, reward
systems and evaluations. This program is expected to assist the process of bureaucratic reform in government
agencies, which in turn will improve the performance of public services in Indonesia.
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PENDAHULUAN

“Information is power” adalah ung-
kapan tentang betapa informasi memiliki
kekuatan yang dapat membangun sebuah
peradaban, atau sebaliknya. Hal ini
bukanlah isapan jempol belaka karena
berbagai Negara telah menggunakan
informasi sebagai aset dan kekuatan ter-
besar bangsanya. Persaingan antar bangsa
dalam banyak aspek kini mengandalkan
kemampuan institusi  pemerintahnya
dalam mengelola pengetahuan menuju
tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbagai institusi pemerintahan di
Indonesia harus berbenah untuk mem-
perbaiki kualitas di semua aspek demi
tercapainya tata kelola pemerintahan
yang baik. Salah satu hal yang harus
diperbaiki adalah birokrasi yang terkait
dengan layanan yang menyentuh lang-
sung kepada kepentingan masyarakat.
Berbagai cara untuk melakukan reformasi
birokrasi perlu dilakukan, salah satu
peran yang dapat diambil oleh per-
pustakaan adalah program manajemen
pengetahuan di dalam institusi di mana
perpustakaan tersebut berada, atau di-
sebut juga Knowledge Management
(KM).

KM merupakan teknik untuk menge-
lola pengetahuan dalam suatu organisasi
untuk menciptakan nilai dan mening-
katkan daya saing. Hal ini dibutuhkan
oleh institusi pemerintah untuk mening-
katkan daya saing di era informasi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode yang
bersifat deskriptif-analitik dengan fokus
pada penelitian kepustakaan (library
research). Oleh karena itu, artikel ini
berusaha menggambarkan pokok masalah
serta jawabannya dengan merujuk pada
sumber-sumber kepustakaan mengenai

topik-topik yang terkait dengan tema
artikel ini.

PEMBAHASAN
Birokrasi di Indonesia Hari Ini

Di Indonesia, Kualitas pelayanan
publik masih jauh dari harapan. Hal ini
ditandai dengan masih adanya berbagai
keluhan masyarakat yang disampaikan di
berbagai media massa *. Beberapa hal
yang sering dikeluhkan oleh masyarakat
dalam dunia birokrasi seperti lamban,
berbelit-belit, ketidakpastian waktu, dis-
kriminasi, berorientasi kekuasaan, lebih
cenderung untuk dilayani daripada me-
layani dan biaya lebih mahal. Bahkan ada
anggapan di masyarakat tentang pe-
layanan publik yaitu jika bisa dipersulit,
kenapa harus dipermudah 2. Hal tersebut
memberikan kesan yang buruk sehingga
menjadi citra yang melekat pada institusi
yang menyediakan layanan di Indonesia
serta hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pemerintahan °. Hal ini
harus diperbaiki agar pelayanan di Indo-
nesia semakin baik di masa-masa yang
akan datang, dan masyarakat merasakan
kenyamanan dalam pelayanan.

Kini terjadi perubahan paradigma
tentang masyarakat, yaitu ditempatkan-
nya rakyat pada posisi yang utama dalam

! Arisman, “Etika Aparatur Dalam Pelayanan
Publik,” accessed September 27, 2017,
https://jakarta.kemenkumham.go.id/download/kar
ya-ilmiah/pelayanan-publik/70-etika-aparatur-
dalam-pelayanan-publik/file.

Muhammad Rachmadi and Muslim,
“Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif
Islam (Studi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota
Pekanbaru),” Juris 14, no. 2 (2015): 45-67,
https://media.neliti.com/media/publications/92897
-1D-manajemen-pelayanan-publik-dalam-
perspek.pdf.

¥ Muhammad Azhar, “Fikih Pelayanan
Publik,” Majalah  An Nur, March 2016,
thesis.umy.ac.id/datapubliknonthesis/ILPOP2305.
pdf.



mengukur keberhasilan pelayanan publik.
Penyelenggara pelayanan publik harus
dapat memenuhi kebutuhan dan keingi-
nan masyarakat sehingga mencapai
kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi
kedepannya dapat dicapai kesetiaan
masyarakat. Maka, perlu dilakukan per-
baikan dalam tata kelola atau good
governance di dalam institusi pemerin-
tahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik
dapat dilakukan dengan berbagai prog-
ram. Program utama yang dilakukan
pemerintah adalah membangun aparatur
negara melalui penerapan reformasi biro-
krasi. reformasi birokrasi bermakna se-
bagai sebuah perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan
Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi
juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan
besar bagi bangsa Indonesia dalam
menyongsong tantangan abad ke-21.

Reformasi birokrasi akan mencapai
tujuan yang diharapkan, di antaranya *:

1. mengurangi dan akhirnya menghilang-
kan setiap penyalahgunaan kewena-
ngan publik oleh pejabat di instansi
yang bersangkutan

2. menjadikan negara yang memiliki
most improved bureaucracy

3. meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat

4. meningkatkan mutu perumusan dan
pelaksanaan kebijakan/ program ins-
tansi

5. meningkatkan efisiensi (biaya dan
waktu) dalam pelaksanaan semua segi
tugas organisasi

* Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, “Perpres No 81
Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi,”
2010,
https://rbkunwas.menpan.go.id/images/pedoman/r
eformasi-birokrasi_ PERPRES-NOMOR-81-
TAHUN-2010-TENTANG-GRAND-DESIGN-
REFORMASI-BIROKRASI-2010-2025-.pdf.

6. menjadikan birokrasi Indonesia antisi-
patif, proaktif, dan efektif dalam
menghadapi globalisasi dan dinamika
perubahan lingkungan strategis.

Reformasi birokrasi memiliki
beberapa sasaran yang ingin dicapai,
yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang ber-
sih dan bebas KKN

2. Terwujudnya kualitas pelayanan pub-
lik kepada masyarakat

3. Meningkatnya kapasitas dan akunta-
bilitas kinerja birokrasi

Salah satu area perubahannya adalah
pada pola pikir (mind set) dan budaya
kerja (culture set) aparatur. Untuk
merubah pola pikir dan budaya kerja
aparatur di antaranya dengan menerapkan
knowledge management yang perannya
dapat diambil oleh perpustakaan di
lingkungan instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan upaya
untuk melakukan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan peme-
rintahan yang menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksa-
naan (business prosess) dan sumber daya
manusia aparatur °. Berbagai kebijakan
telah dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka perubahan mencapai good gover-
nance. Dimulai dari peningkatan layanan
kepada publik, karena pada dasarnya
aparatur negara adalah pelayan publik.
Untuk itu pemerintah membuat Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2015,
yakni pelaksanaan reformasi birokrasi di
seleuruh Kementerian/ Lembaga/ Peme-
rintah Daerah. Grand Design ini di-
tetapkan melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 tahun
2010, dengan menetapkan bahwa pelak-

®> Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi, ‘“Reformasi Birokrasi,”
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi, 2018.



sanaannya Grand Design akan dituang-
kan dalam Road Map Reformasi yang
ditetapkan 5 tahun sekali oleh Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi °.

Pengkajian terhadap reformasi biro-
krasi dalam rangka perbaikan layanan
kepada publik telah dilakukan para
peneliti, diantaranya Kisno Hadi (2009)
menyebutkan bahwa ada 4 hal yang wajib
diwujudkan dalam rangka perbaikan
layanan kepada publik, yakni (a) adanya
perubahan paradigma dari para aparatur
negara dari memerintah kepada melayani,
(b) perubahan kultur budaya melayani
kepada publik, sebaiknya dimulai dari
pemimpin birokrasi, (c) merubah image
masyarakat dari penghambat kepentingan
masyarakat kepada pelayanan yang baik
dan (d) membutuhkan figur pemimpin
pemerintah yang memiliki komitmen
yang tinggi terhadap reformasi birokrasi
berbasis masyarakat’. Kemudian peneliti-
an yang dilakukan oleh Yusriadi dan
Misnawati (2017) mengemukakan bahwa
salah satu titik layanan publik yang
krusial adalah maslah pelayanan adminis-
trasi perizinan. Penelitian ini menyebut-
kan bahwa masyarakat sebagai pengguna
jasa layanan lebih senang memberikan
insentif tanbahan kepada pegawai dalam
memperlancar  pengurusan  perizinan.
Walaupun sudah ada standar yang
ditetapkan pemerintah berupa SOP
(Standar Operasional Prosedur) penguru-
san perizinan. Oleh karena itu perbuatan
ini disebut sebagai bidah regulasi yang
merupakan penghambat reformasi
birokrasi °.

6 Kemenpan RI, “Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025” (Jakarta, 2010).

" Kisno Hadi, “Kebijakan Birokrasi Dalam
Upaya Pelayanan Publik Berkualitas,” Unisia 32,
no. 71 (2009): 23-39.

® Yusriadi and Misnawati, “Reformasi
Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” Jurnal llmiah
liImu Administrasi Publik 7 (2017): 99-108.

Kajian di atas sesuai juga dengan
evaluasi kebijakan reformasi birokrasi
yang diterbitkan oleh Bappenas yang
melaporkan bahwa di bidang layanan
publik, kualitas yang diberikan pemerin-
tah belum sesuai dengan yang diharap-
kan. Disini dibutuhkan peran birokrasi
yang dapat menentukan keberhasilan
program reformasi birokrasi °. Jika refor-
masi birokrasi tidak terlaksana, maka
program good governance akan gagal
dan berimbas kepada pengahambatan
keberhasilan  pembangunan  nasional.
Oleh karena itu perlu membangunan
berbagai regulasi dan membuat suatu
grand design dan road map knowledge
management sebagai salah satu peran dari
layanan publik.

Olsen menyatakan bahwa birokrasi
dipandang sebagai bagian dari tatanan
institusi yang lebih besar dan memiliki
system terbuka *°. Oleh karena itu, jika
merujuk pada Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2015 maka dalam mem-
bangun reformasi birokrasi di Kemen-
terian, dibutuhkan: (a) penyelenggaraan
pemerintah yang baik, bersih, bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme; (b)
kualitas pelayanan publik; (c) kapasitas
dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan (d)
dukungan dari sumber daya manusia *.

PERAN KNOWLEDGE MANAGE-
MENT (KM)

°  Bappenas, “Evaluasi  Kebijakan

Reformasi Birokrasi,” 2013, 162,
https://www.bappenas.go.id/files/ekps/2013/4.Eva
luasi Kebijakan Reformasi Birokrasi.pdf.

19 Johan P. Olsen, “The Ups and Downs of
Bureaucratic Organization,” Annual Review of
Political Science 11, no. 1 (2008): 13-37,
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060106
.101806.

1 Kemenpan RI, “Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.”



Definisi Knowledge ManageMent

Pengetahuan merupakan keyakinan
setiap orang yang telah dibenarkan atau
istilahnya adalah “justified personal
belief”’. Pengetahuan terdiri dari dua jenis
yaitu  pengetahuan  eksplisit  dan
pengetahuan tacit. Pengetahuan eksplisit
tersaji dalam bentuk kata, kalimat,
dokumen, olahan data, program komputer
dan dalam bentuk eksplisit lainnya.

Tabel Kategori Pengetahuan

Kategori Karakteristik Contoh
Tacit 1. Tersimpan 1. Keahlian
dalam pikiran seseorang
seseorang 2. Pengalaman
2. Sulit diformula- bertahun-
sikan tahun yang
3.Sulit dikomuni- dimiliki para

kasikan kepada ahli

orang lain 3. Gagasan,
4.Penting  untuk persepsi, cara
kreativitas dan berpikir,

inovasi wawasan
Explisit | 1.Berupa data 1. Dokumen
yang terdiri 2.Database

dari kata-kata 3. Materi

atau angka yang audiovisual
disusun 4. Spesifikasi
sistematis dan buku
2. Dapat dikodi- petunjuk
fikasi / formu- 5.Program
lasi komputer
3. Dikonversikan
ke tacit dengan
pemahaman dan
penyerapan
Terdapa tiga level pemahaman

pengetahuan 2 :

2 william R King, “Knowledge
Management and Organizational Learning,” in
Annals of Information Systems (Springer Science,

1. Know what; pada level ini
pengetahuan yang merinci apa
yang perlu dilakukan pada situasi
tertentu;

2. Know how; seseorang menetapkan
apa respon yang tepat pada situasi

tertentu
3. Know why; Pada level ini,
pemahaman individu yang

mendalam  tentang
situasi dan keadaan.

berbagai

Proses perencanaan, pengelolaan,
memotivasi, dan pengawasan terhadap
orang, proses, dan sistem pada organisasi
untuk memastikan bahwa asset penge-
tahuan yang relevan terus dikembangkan
dan dapat digunakan secara efektif
disebut sebagai Manajemen pengetahuan
atau knowledge management. KM me-
rupakan serangkaian proses untuk men-
ciptakan, mengumpulkan, memelihara
dan mendesimenasikan pengetahuan or-
ganisasi tersebut sehingga dapat diman-
faatkan untuk kemajuan organisasi yang
bersangkutan. KM menggunakan pende-
katan terintegrasi dalam pengidentifikasi-
an, pengelolaan dan pendistribusian aset
informasi di dalam suatu organisasi, yang
berupa pangkalan data, dokumen, ke-
bijakan dan prosedur serta keahlian dan
pengalaman anggota organisasi Yyang
sebelumnya tidak terartikulasi. KM
berkaitan dengan pengetahuan eksplisit,
yang dikodifikasi dalam dokumen dan
database, dan pengetahuan implisit, yang
berwujud dalam pendidikan dan kete-
rampilan pekerja .

Laudon and Laudon (2002:372-3)
dalam Siregar mengungkapkan bahwa

2009), 3-13, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-
0011-1 1.
A, Ridwan Siregar, “Manajemen
Pengetahuan: Perspektif Pustakawan,” Pustaha:
Jurnal Studi Perpustakaan Dan Informasi 1, no. 1
(2005): 1-6,
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/pus/ar
ticle/view/17239/17192.



fungsi KM adalah untuk : (1) Mening-
katkan kemampuan organisasi untuk
belajar dari lingkungannya, dan (2)
Menggabungkan pengetahuan ke dalam
proses bisnis. Salah satu masalah dalam
KM adalah meng-eksplisitkan tacit
knowledge dan membuat pengetahuan
tersebut dapat disajikan kepada siapapun
yang membutuhkan.

Perpustakaan dan KM

Perpustakaan merupakan salah satu
infrastruktur  informasi yang sangat
berperan dalam menyebar informasi.
Pustakawan, record manager dan arsi-
paris sebagai information and knowledge
worker memiliki  kemampuan dalam
seleksi, akuisisi, klasifikasi, dan penilaian
informasi, serta penyajian informasi
kepada user. Pada banyak literatur, di-
sebutkan bahwa peran perpustakaan
dalam KM, lebih banyak sebagai pe-
ngelola tacit knowledge. Namun se-
sungguhnya pustakawan, sebagai infor-
mation professional dapat berperan
dalam mengelola tacit knowledge.
Konsep-konsep dalam KM sesungguh-
nya terkait dengan manajemen dokumen
yang menjadi salah satu fungsi perpus-
takaan, yaitu mengumpulkan, mengolah,
dan menemukembalikan informasi. Infor-
masi yang dimaksud dalam pengertian di
atas juga merupakan objek dalam ilmu
perpustakaan, seperti database, dokumen,
kebijakan koleksi dan sebagainya.

Hayati merumuskan tentang peran
pustakawan dalam KM dari berbagai
literatur ** . Berikut table rumusan ter-
sebut,

% Nurul Hayati, “Peran Perpustakaan

Dalam Penerapan Knowledge Management Di
Lembaga Riset,” n.d., 1-24.

Tabel Peran Perpustakaan dalam KM

Pengad | menciptak | kemampuan
aan an penyimpana
Pengeta | penyimpa | n dan kode
huan nan yang
pengetahu | terprogram
an (create | untuk
knowledge | menyimpan
repositori | aset
es) yang | pengetahuan
terintegras | dalam
i dengan | bentuk
sistem terbacakan
perpustak | mesin
aan.
a. e memilih Misalnya
Penyaring dan , jika
an mengguna | ingin
pengetahu kan meningk
an pengetahu | atkan
an  yang | efektivita
sangat s dari
mendukun | portal
g internet,
pencapaia | maka
n tujuan | perlu
organisasi. | mengeta
e Perpustak | hui data
aan dapat | penggun
membuat | aan,
perbandin | termasuk
gan perilaku
dengan pemakai
organisasi | dalam
lain, untuk | mengaks
mengident | €s
ifikasi database,
kekuatan | tingkat
dan kegagala
kelemahan | N, tingkat
nya. ketepata
n, dan
sebagain
ya.
b. Kegiatan ini | Pada KM
Pengorgan | lebih dekat | terdapat
isasian kepada Sistem
Pengetahu | pengolahan | Organisa
an explicit Si
knowledge, | Pengetah
atau uan
pengetahuan | (Knowle
yang telah | dge




terekam

e Klasifikasi

e Sistem
temu
kembali

Organiza
tion
System /
KOSs).
Sistem
digunaka
n untuk
organisas
i materi
dengan
tujuan
mengelol
a koleksi
dan
sistem
temu
kembali.
Sistem
juga
sebagai
jembatan
antara
kebutuha
n
informas
i
pemakai
dengan
materi
yang
tersedia.

Penyim
panan
Pengeta
huan

pengetahu
an
disimpan
dalam
penyimpa
nan
pengetahu
an
(knowledg
e
repository
)
misalnya:
server,
yang
dapat
diakses
secara
kolektif
untuk
pemanfaat
an
bersama.

e Menyimpa
n dalam
server
yang dapat
diakses
bersama

Adanya
knowled
ge
repositor
y ini dan
ketersedi
aan data
di
dalamny
a
merupak
an
prasyarat
terjadiny
a
pertukara
n dan
penggab
ungan
pengetah
uan yang
memung
kinkan
terciptan
ya
pengetah
uan baru

Penyeba
ran
Pengeta
huan

Pengetahu
an yang
telah

disimpan
kemudian
disebarka
n melalui
berbagai
cara dan
media.

bisa
dilakuka
n dengan
meningk
atkan
akses
dan
transfer
pengetah
uan
organisa
si,
seperti
misalnya
melalui
pencipta
an
jaringan
pakar
(expert
networks
)
membua
t
database
mengem
bangkan
kemitraa
n dengan
user
menggu
nakan
media
elektroni
k dan
telekom
unikasi
membidi
k user
potensial
baru
mengeva
luasi
metode
penyebar
an
pengetah
uan

Misalnya
beberapa
perusaha
an
memiliki
portal
khusus
untuk
program
KM

Pemanf
aatan
Pengeta
huan

Terkait
dengan
hak akses

menetap
kan
kebijaka
n akses
database
keanggot
aan
ketersedi
aan data




e layanan
yang
terbuka
bagi
anggota

Keterangan: Diolah oleh penulis
Peran KM Dalam Reformasi Birokrasi

Penerapan KM awalnya dilakukan di
dunia bisnis, namun kini telah merambah
ke berbagai lini, termasuk birokrasi
pemerintahan. Hal ini seiring dengan
kesadaran pemerintah tentang pentingnya
mengelola pengetahuan sebagai salah
satu unsur penentu kemajuan sebuah
institusi. Penerapan KM pada perusahaan
dan lembaga pemerintahan, pada dasar-
nya sama. Perbedaannya terletak pada
tujuan dari penerapannya. Pada peru-
sahaan tujuannya adalah pada pencapaian
profit yang tinggi, sedangkan pada
lembaga pemerintahan tujuannya adalah
peningkatan pelayanan publik. Penerapan
KM pada lembaga pemerintahan di-
harapkan dapat mempermudah proses
penciptaan, pengumpulan, penyimpanan
dan berbagi pengetahuan, menutup ke-
senjangan pengetahuan antar karyawan,
serta meningkatkan kemampuan orga-
nisasi dalam mengelola asset intelektual,
?Sengetahuan dan pengalaman yang ada

Visi, misi, strategi dan program kerja
yang dirancang sebaik apapun, tidak akan
berhasil apabila SDM yang terlibat di
dalamnya tidak memiliki kompetensi
yang juga baik. Oleh karena itu, penge-
lolaan dan pengembangan SDM harus
dirancang sejalan dengan kebutuhan

> Siti Nazlifah, “Penerapan Knowledge
Management Pada PT Pertamina (Persero),”
Kompasiana, 2014,
https://www.kompasiana.com/nazlifahsiti/54f91b
aea33311ac048h45ed/penerapan-knowledge-
management-pada-pt-pertamina-
persero?page=all.

[1)6encapaian institusi yang bersangkutan

Penerapan KM Pada Instansi

Pemerintah

Di Indonesia, mencari organisasi yang
dengan sadar mencoba menerapkan KM
tidak begitu mudah. Dengan KM ini,
organisasi mengidentifikasi pengetahuan
yang dimiliki dan memanfaatkannya
untuk meningkatkan kinerja dan meng-
hasilkan berbagai inovasi.  Langkah-
langkah yang dilakukan dalam penerapan
KM di organisasi, antara lain *":

1. Identifikasi pengetahuan yang ada
(baik tacit maupun eksplisit) sehingga
dapat diketahui peta pengetahuan
dalam organisasi dan proses-proses
atau kebiasaan yang terkait dengan
pengelolaan pengetahuan.

2. ldentifikasi infrastruktur yang ada,
kita perlu melihat infrastruktur apa
yang telah ada, misalnya perpusta-
kaan, intranet, media komunikasi
internal, email, forum diskusi, digital
library, dan lain-lain

Gambar Proses KM Pada rganisasi

16 «IpC  Corporate University Untuk
Pengembangan SDM,” Tribunnews.Com, n.d.,
http://www.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/
10/ipc-corporate-university-untuk-
pengembangan-sdm.

7 Rhoni Rodin, “Penerapan Knowledge
Management Di Perpustakaan (Studi Kasus Di
Perpustakaan STAIN  Curup),” Pustakawan
STAIN Curup Bengkulu Vol.l (2013): 35-46,
http://download.portalgaruda.org/article.php?artic
le=445962&val=6390&title=Penerapan
Knowledge Management di Perpustakaan (Studi
Kasus di Perpustakaan STAIN Curup).
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Gambar di atas menunjukkan bahwa
proses KM secara langsung mening-
katkan proses organisasi, seperti inovasi,
kolaborasi dalam pengambilan keputus-
an, dan proses belajar individu maupun
kelompok. Semua hal tersebut akan
menghasilkan keputusan, perilaku orga-
nisasi, produk, layanan dan hubungan
yang lebih baik, yang pada akhirnya,
akan menuju pada perbaikan performa
organisasi. Terdapat beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
KM, yaitu:

1. Penerapan Teknologi

Pada tahap awal perlu menggunakan

teknologi yang tepat, sederhana yang

telah ada dan baru kemudian dapat
dikembangkan lebih lanjut.
2. Perubahan Budaya

Dapat dilakukan dengan membuat

kebijakan dan anjuran
3. Pembangunan fasilitas untuk berbagi

pengetahuan (knowledge exchange).

Dalam hal ini perlu dibentuk suatu

wadah untuk melakukan diskusi dalam

rangka berbagi pengetahuan (know-
ledge sharing). Diharapkan nantinya
akan menghasilkan penciptaan dan
inovasi pengetahuan baru

4. Sosialisasi Manajemen Pengetahuan
untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh
personel.

5. Evaluasi  keberhasilan

Manajemen Pengetahuan

penerapan

Berbagai perusahaan profit telah
melaksanakan KM untuk meningkatkan
nilai dan daya saing perusahaan tersebut.
Berikut beberapa contoh program KM di
beberapa perusahaan profit yang tersaji
dalam bentuk tabel.

18 King, “Knowledge Management and
Organizational Learning.”

Tabel Program KM di beberapa

perusahaan
Lembaga Program Keterangan
PT Semen | 1. Learning Centre | Fasilitas
Tonasa 2. Pelatihan yang
3. Seminar disediakan
4. Pengembangan | untuk
SDM program ini
adalah:
1. Ruang
Rapat
2. Portal KM
3. Aula
4. Grup
Media
Sosial
5. E-mail
BCA 1. Sharing Berawal dari
Learning Knowledge voluntary
Institute 2. Learning point based,
program
dibuat
semenarik
mungkin,
dan
pemberian
penghargaan
bagi yang
bersedia
berbagi
pengetahuan
PT 1. Sharing
Pertamina, Knowledge -
Persero Offline:  forum
dan media
2. Sharing
Knowledge -
Online:  portal
KOMET
(Knowledge
Management
Pertamina)
3. Award bagi
karywan  yang
berkelanjutan
berbagi
pengetahuan dan
ter-update

Keterangan: Diolah oleh Penulis

Berbagai program di perusahaan ini
dilaksanakan oleh divisi khusus, padahal
perpustakaan sesungguhnya memiliki
kompetensi yang tepat untuk menangani
knowledge management ini.




Menurut Matonang, Perubahan pola
pikir (mind set) dan budaya kerja (culture
set) aparatur dalam reformasi birokrasi
melalui program Knowledge Manage-
ment dapat dilakukan, yaitu antara lain
dengan **:

1) Melakukan kampanye merubah pola
lama ke pola baru yang lebih baik.
Dalam hal ini, peran pemimpin sangat
penting untuk memberikan teladan
serta arahan

2) Melakukan pelatihan-pelatihan kara-
kter bagi para aparatur pemerintah
yang dapat membentuk persepsi baru
tentang birokrasi

3) Menerapkan sistem reward dan punis-
hment. Dalam penerapannya perlu
dibuat indikator yang jelas dan
terukur, agar unsur subjektifitas dalam
penilaian dapat diminimalisir. Sistem
reward dan punishment perlu untuk
diberlakukan untuk mendorong para
aparatur pemerintah agar semakin
profesional

Maka program Perpustakaan yang
dapat diselenggarakan melalui KM, untuk
institusi pemerintahan, antara lain adalah:
1. Survei. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui persepsi aparatur tentang
birokrasi dan reformasi birokrasi. Pada
survei ini diharapkan diketahui sejauh
mana aparatur Negara memahami
tentang reformasi birokrasi.

2. Focus Group Discussion (FGD). Pada
program ini, dapat di-explore lebih
dalam lagi tentang persepsi dan
pemahaman aparatur tentang refor-
masi birokrasi

3. Sosialisasi. Setelah diketahui, maka
dapat ditanamkan nilai-nilai dan
pemahaman penting mengenai refor-
masi  birokrasi melalui  program

¥ Ryan T.A Mantonang, “Revolusi Mental
Aparatur Sipil Negara (ASN)” (Cognos Cendekia
Global), accessed  October 18, 2017,
www.ccg.co.id.

sosialisasi yang memaparkan tentang
latar belakang, tujuan dan manfaat dari
pelaksanaan reformasi birokrasi di
instansi yang bersangkutan

4. Pelatihan. Program ini berupa pelatih-
an karakter bagi para aparatur
pemerintah yang dapat membentuk
persepsi baru tentang birokrasi

5. Knowledge sharing. Pada program ini,
setiap aparatur berbagi pengetahuan
tentang pengalaman yang pernah
mereka alami terkait layanan yang
mereka berikan kepada masyarakat,
atau pengalaman saat mengikuti
berbagai pelatihan, benchmarking,
atau yang lainnya terkait dengan
layanan prima dan reformasi birokrasi

6. Sistem Reward. Penghargaan di-
berikan kepada aparatur yang secara
berkelanjutan berbagi pengetahuan,
update, dan selalu bersemangat dalam
mengikuti berbagai program KM di
institusi pemerintah ybs.

7. Evaluasi. Hal ini dilakukan untuk
memantau sejauh mana keberhasilan
proses perubahan mind set dan culture
set terkait reformasi birokrasi di
institusi tersebut.

Kendala Dalam KM

Penerapan KM di berbagai organisasi
tidaklah mudah. Terdapat beberapa ken-
dala dalam penerapan KM di organisasi,
di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman mengenai
pentingnya berbagi pengetahuan

2. Ketidakmauan orang untuk berbagi

3. Ketidakdisiplinan untuk selalu me-
nuliskan apa yang kita dapatkan

4. Knowledge worker dan fasilitas pen-
dukung yang terbatas

5. Sulitnya mengkodifikasi tacit know-
ledge

6. Anggota organisasi seringkali meng-
ambil pengetahuan yang disebar tanpa
memberikan umpan balik kepada
organisasi, sehingga pertumbuhan
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pengetahuan di dalam organsiasi tidak
signifikan

KESIMPULAN

Penerapan KM semakin disadari
sebagai salah satu strategi penting dalam
peningkatan performa organisasi, ter-
masuk institusi pemerintah. Dalam men-
ciptakan tata kelola, atau good gover-
nance, pemerintah perlu melakukan
reformasi  birokrasi. Agar reformasi
birokrasi dapat berjalan dengan baik,
salah satu yang perlu dilakukan adalah
merubah pola pikir (mind set) dan budaya
kerja (culture set) dari aparatur pemerin-
tah. Untuk itu perlu dilakukan berbagai
program KM di insitusi tersebut. Prog-
ram-program tersebut dapat diinisiasi
oleh perpustakaan di lingkungan institusi
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